
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI I(ALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2O2L

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PADA BADAN LAYANAN TIIIIUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAI(AT BUNTOK

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TIISSII,TYANG MAHA ESA

BUPATI BA*ITO SEI.ATAN'
. ,: ' . .t .,,

bahwa qntuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3)

peraturan Menteri Dalam,iNegeri ,Nomor 79 Tah;Uln 2A78

tentang Badan LayananlUmum Daerah, perlu menetapkan

Ped"ornan Penlrusunan Rencana

Bisnis dan' Angga-ran Serta: Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada-ieadan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;

: 1. Undang-und"ang Nomot 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

undang-Und.ang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

PerpanjanganPembentukanDaerahTingkatlldi
Kalimantan (Lemb araIl Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tarlbahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorl82o);



2.

-..).

4.

5.

6.
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Peraturan Pemer:intah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Kerrangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik , Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4gA2), ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2075

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036)

7.
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor l2I3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OI8

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 201.8 Nomor l2l3);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor 1335);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Arc Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7

Tahun 2O2A tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2O

Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nomor 7);

Peraturan Rupati Barito' Selatan Nomor 30 Tahun 2O2O

tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan

Umum Daerah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Pusat

Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2O2O Nomor 30);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2O2O

tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan

Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2A2O Nomor 31);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2O2O

tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Fusat Kesehatan

Masyarakat Buntok Tahun 2O2O-2O25 (Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2A Nomor 32);

9.

10.

11.

t2.

13.

t4.
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MEMUTUSI{AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN

PEI,AKSANAAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT

KESEHATAN MASYARAI(AT BUNTOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Barito Selatan.

2. Bupati adalah Bupati,Barito Selatan.

3. Sekretaris Daerah adatrah Sekretaris Daerah Kabupaten

Barito Selatan.,

4. Dinas Kesehatan .adalah Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan

pelayanan dasar-bidangi'Kesehatan di Kabupaten Barito

Selatan.

5" Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Barito,Selatan.

6. Pusat Kesehatan MasSrarakat yang selanjutnya disingkat

Puskesmas adalah Puskesmas Buntok.

7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan

Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas

Buntok adalah sistem yang ditetapkan oleh Puskesmas

dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat yang

memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan

keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat
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untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa

mencari keuntungan dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

9. Pemimpin BLUD adalah Kepala Fuskesmas Buntok

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola Puskesmas

Buntok.

12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA, afalah ,:TTiperencanaan bisnis dan

penganggaran tahunan BLUD Fuskesmas Buntok yang

disusun dan disajikan sebagai bahan pen1rusunan

rencana kerja dan,anggaran SKPD.

13. Anggaran. Pendapatan , dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan

tahunan Daer:ah , Kabupaten Barito Selatan yang

ditetapkan dengan Peiaturan Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat DPA: BLUE idal.h dokumen pelaksanaan

anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan

oleh PPKD dan berfungsi:sebagai dasar untuk melakukan

tindakan mengakibatkan pengeluaran daerah dan

pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen

pendukung kegiatan Akutansi Pemerintah Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENETAPAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan
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Pasal 2

(1) BLUD Puskesmas Buntok men]rusun rencana strategis

bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana

Strategis Dinas Kesehatan.

{2)

(s)

(4)

(s)

(6)

BLUD Puskesmas Buntok men5rusun RBA tahunan dengan

mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

RBA sebagaiman dimaksud pada ayat (21 disusun

berdasarkan:

a. anggaran berbasis kinerja;

b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang

diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang

diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama

dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,

APBD, da, sumber pendapatan BLUD Puskesmas

Buntok. :

Anggaran' berbasiSl kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huru!., a, merupakan analisis kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian output dengan menggunakan

sumber daya sedara e,fisilen.'

Standar satuan harga'sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa

yang berlaku drsqatr.l daerah.

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan

pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan

belanja modal.

Pasal 3

Dalam hal BLUD Puskesmas Buntok belum men5rusun standar

satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf b, BLUD Puskesmas Buntok menggunakan standar

satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten

Barito Selatan.
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Pasal 4

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

(2t

meliputi :

a. ringkasan pendapatart, belanja dan pembiayaan;

b. rincian angaran pendapatan, belanl'a dan pembiayaan;

c. perkiraan harga;

d. besaran persentase ambang batas; dan

e. perkiraan maju atau forutard estimate.

RBA sebagaimana dimaksud pada aSrat (21 disusun dengan

menganut pola anggaran fleksibel (flexible budgetl dengan

suatu presentase ambang batas sesuai peraturan undang-

undangan.

Pola ang gararr fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berlaku untuk belanja yang bersumber dari pendapatan

jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan

lain-lain pendapataq, yang sah.

Persentase qmbang . Uatas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ditentrrkan &erdasarkan peningkatan nilai

pendapatan, yang dip.e{oleh pada 
]"tT 

berjalan,

dibandingkan .;deagan ,,;pendapatan 2 (dua) tahun

sebelumnya.

(5) RBA sebagaimana dimaksud pada- ayat (2) disertai dengan

Standar Pelay,anan Minimal-

(3)

(41

(1)

{2)

Pasal 5

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan

pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan

tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang



(3)

tercermin dari

pembiayaan.

B-

rencana pendaPatan, belanja dan

perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang

danf atau jasa setelah meperhitungkan biaya per satuan

dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari

Tarif Layanan.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan d.engan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional BLUD Puskesmas Buntok'

perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dan untuk

tahun anggaran berikutnya dari tahun yarlg direncanakan

guna memastikSn , kesinambungan pro:ram dan kegiatan

yans telah. otrt 
:1 ,:_T 

menjadi dasar pen:rusunan

anggaran tahun, herikutnlra-

'' ' " Pengajuan

Pasal 6

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan

dari Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan

Rencana Kerja dan Anggaran beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai

bahan pen3rusunan rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Selatan tentang APBD'

Pasal 7

(1) PPKD menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran beserta

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Tim

(4)

(s)

(1)

(2)
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Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito selatan

untuk dilakukan Penelaahan.

(2\ Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (u

antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi

dana APBD untuk BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 8

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

Setratan menyampaikan kembali Rencana Kerja dan

Anggaran beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan

sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada PPKD

untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito selatan tentang APBD yang selanjutnya

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan tentang APBD.

Tahapan dan jadwal proses penJrusunan dan penetapan
':' 

' 
'"' ':r' ': . '

RBA meagikuti" tah p "tdan jadwal proses pen]rusunan
'.',t:'

dan penetapan #BD' , , ':"',

(2)

Bagi6a Ketiga

., P.,eni*tapan

Pasal 9

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito

selatan tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1),

pemimpin BLUD Puskesmas Buntok melakukan

penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA

Defininif.

RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai

sebagai dasar penJ rsunan DPA BLUD untuk diajukan

kepada PPKD.

(2)
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(1)

Pasal 10

pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Buntok melakukan

pengkoordinasian penyusunan RBA-

Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa penyiapan RBA dengan mengacu pada rencana

strategis bisnis, sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3)

dan Pasal 4 ayat (1).

Dalam ha1 karena suatu sebab terjadi kesenjangan estimasi

antara RBA Definitif dengan pelaksanaan di lapangan,

maka terhadap RBA Definitif dapat dilakukan perubahan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan menyampaikan kembali RBA Perubahan kepada

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito

Selatan untrrk dilakukan penelaahan sebagai dasar

pertimbangan alokasi dana APBD Perubahan untuk BLUD

Puskesmas Buntok.

Hasil penelaahan. sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

selanjutnya disarapaikan kepada PPKD untuk dicantumkan

dalam ragcangan Peiaturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan tentang APBD ,-.,Perubahan yang selanjutnya

ditetapkan menjadi; :Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Selatan tet tang APBD Perubahan.

Tahapan dan jadwal proses pen]rusunan dan penetapan

RBA mengikuti tahapan' dan jadwal proses pen]rusunan

dan Penetapan APBD Perubahan.

setelah Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan

tentang APBD Perubahan ditetapkan, teknis penetapan

RBA definitif d.ilaksanakan secara rruttatis mutandis

sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9'

(21

(s)

(3)

{4)

s)

(6)
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BAB III

DPA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 11

RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

{21, digunakan sebagai acuan dalam pen5rusunan DPA

BLUD untuk diajukan kepada PPKD sesuai

kewenangannya.

DpA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta

jumlah dan kualitas barang danl atau jasa yang dihasilkan,

rencana penarikan dana yang bersu.maer dari APBD, serta

besaran persentase arnbang batas sebagaimana ditetapkan

dalam RBA Definitif.

DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (21

disampaikan oleh,.,Kep6la Dinas: Kesehatan kepada PPKD

sesuai dengan-,',ketentuan penrndang-undangan yang
. ti

berlaku.

PPKD sesuai derlgan kewenangannya, mengesahkan DPA

BLUD Puskesmas Bunt* paling lambat tanggal 31

Desember rnenje igl'atraltahun anggaran.

, :, , EABIV

KETENTUAN PENUTUP

(4)

Pasal 12

ini mulai berlaku pada tanggalPeraturan BuPati

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal e rra<rsnntrra-o 2A2t

Diundangkan di Buntok
pada tanggal g Bffi@e 202I

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITOT,'S'ELATAN TAHUN 2O2l NOMOR SS

sN%eHi

affi


